
BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun
Kabupaten Aceh Barat Dava Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja KabupatenTahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupa
Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Helanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021
sebagai rincian lebih lanjut darj Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat
Daya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

a.

b

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotigme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darugsalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repyblik Indonesia
Nomor 4286};
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran: Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
fkeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633};
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Ferubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuy 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Rengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebaggimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74+ Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lenpbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana13
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4975);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara’ Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);
.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6323);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Rengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 525);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 794);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 201925
tentang Klasifikasi. Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengeiolaan Keuangan Daerah:
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Pemerintan Kabupaten Aceh Barat
Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh
Barat Dava Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila;
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021;



MEMUTUSKAN -

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh

Barat Daya.
+. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.9. Belanja Daerah adalah Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran2021 semula sebesar Rp1.036.931.604.914,00 berkurang sebesar
Rp(1.667.732.217,00) sehingga menjadi Rp1.035.263.872.697,00, dengan rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp948.776.055.425,00
b. Bertambah/(berkurang} Rp(27.922.977.851,00)Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp920.853.077.574,00

2. Belanja Daerah nN
a. Semula Rp1.036.931.604.914,00
b. Bertambah/(berkurang} Rp(1.667.732.217,00)Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp1.035.263.872.697,00

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp94.155.549.489,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp25.755.245.634,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah
Perubahan Rp119.910.795.123,00

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp6.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp(S500.000.000,00)Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
Perubahan Rp9.500.000.000,00Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp114.410.795.123,00Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :
1. LampiranI Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,dan Pembiayaan;



Lampiran Ili
Lampiran IV

1 Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi_ dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan.
Belanja dan Pembiayaan;
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

4.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tangeal #Z Dkwyler~ 2021 M

ab Arbjul, 1443 4H

UPATI ACEH BARAT B: YA
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 22 OkZber~ 2021 M

Fb Ribjul fuel 14434F

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.
Plt. SEKRETARIS DAERAH

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2021 NOMOR 42,


